
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat
6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten
Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara Jo.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten
Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

Menimbang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
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TENTANG
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BUPATITAPANULIUTARA
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12.

11.

10.

9.

8.

7.
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5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t~
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In~~nesia ~
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 ten tang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

4.
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005
Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarr~
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintaban (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pendoman
Pengelolaan Keuangan Daerab;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerab;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tabun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Daerab Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tabun
2014;

20. Peraturan Daerab Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;

21. Peraturan Daerab Kabupaten Tapanuli Utara Nornor 03
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telab diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerab Nomor 04 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
03 Tabun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04
Tabun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas­
dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17
Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun
2014;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02
Tahun 2008 ten tang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara , sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 04 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas­
dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
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PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2015.

Menetapkan

BUPATITAPANULIUTARA
MEMUTUSKAN:

dan

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05 Tah
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008~
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten
Tapanuli Utara;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 05
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor
05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06
Tahun 2008 ten tang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Tapanuli Utara;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Kabupaten Tapanuli Utara;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli
Utara;

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08
tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Tapanuli Utara;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07
Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli
Utara;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 12
Tahun 2014 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2015;

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nornor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun
Anggaran 2015.
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4. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah
Rp.151.017.424.657,01 dengan rincian sebagai berikut:

3. Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp.179.553.260,00 dengan rineian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp93.764.249.275,00
b. Realisasi Rp93.584.696.015,00

~lisih lebih:.•......•.•.... Rp(179.553.260,00)

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. (126.729.880.524,15) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp1.130.332.259.521,27
b. Realisasi............ Rpl.003.602.378. 997,12

~lisih kuranq Rp(126.729.880.524,15)

Rp 24.107.990.872,86Selisih lebih .

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp. 24.107.990.872,86 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah

perubahan Rp1.093.082.192.329,00
b. Realisasi Rp1.117.190.183.201,86

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasa12 adalah sebagai berikut :

Pasal3

Rp110.786.681.166,27
Rp 11.500.000.000,00
Rp99.286.681.166,27

- Penerimaan .
- Pengeluaran , .

j)~trtl)i(l!f(l(l111\r~t()•••••••••••••••••

Pasall
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan

keuangan memuat:
a. Laporan realisasi anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. Neraea;
d. Laporan Operasional;
e. Laporan arus kas;
f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disertai
lampiran laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha MilikDaerah/ Perusahaan Daerah.

Pasa12
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1)huruf a Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut:
a. Pendapatan Rp1.117.190.183.201,86
b. Belanja Rp1.003.602.378.997,12
e. Transfer Rp 93.584.696.015,00

Surplus/(DeJisit)..... Rp 20.003.108.189,74
d. Pembiayaan :


